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ABSTRAKSI

Sistem alih daya merupakan pemindahan atau pendelegasian beberapa proses
bisnis dari perusahaan kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa
tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan kesepakatan
pihak terkait. Tujuan sistem alih daya adalah supaya perusahaan fokus pada bisnis inti
sehingga kegiatan perusahaan di luar bisnis inti diserahkan kepada pihak ketiga

(pihak eksternal). Perusahaan yang fokus pada bisnis inti akan menekan biaya

produksi karena telah memangkas biaya upah buruh, ukan usaha secara lebih

efektif dan efisien, meningkatkan fleksibilitas se

mengontrol anggaran lebih ketat dan me i tasi untuk infrastruktur
internal.

Para pendukung sistem alih da msi dua efek positif sistem alih
daya: Pertama, akan menjadi terbuka dan bebas intervensi non
ekonomi di dalam pasar yan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi
yang baik. Kedua, pas ibel akan menghasilkan pemerataan kesempatan

kerja dalam rangka menc erbaikan pendapatan dan pengurangan tingkat

penganggurap#dan Kemiskinan. Dalam pasar kerja, interaksi yang bebas antara

pemberi ke @napa kerja dipandang sebagai kondisi yang diperlukan dalam
peningkatan tagaf ekoomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja untuk
dipakai sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna vyaitu jenis dan kapasitas
produksi yang dibutuhkan. Demikian juga tenaga kerja akan bebas memilih pemberi
kerja sesuai dengan kebutuhan rasionalnya yaitu seberapa banyak pendapatan yang
diberikan oleh pengguna.

Praktek alih daya di Batam ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh
para pendukung alih daya. Kenyataan di lapangan, sistem ini justru mengakibatkan
banyak ketimpangan-ketimpangan yang merugikan buruh. Berdasarkan analisis
melalui teori keadilan Rawls, disimpulkan bahwa sistem alih daya sekarang ini secara

sistemik telah membawa ketidakadilan bagi buruh akibat dibatasinya kebebasan dasar



dan tidak ditatanya ketidaksamaan ekonomi. Kebebasan dasar yang dibatasi melalui
sistem itu antara lain kebebasan dasar untuk mendapatkan pekerjaan pada usia di atas
usia produktif yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu usia 18-25 tahun,
kebebasan untuk membangun serikat. Demikian juga Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) secara langsung telah menghilangkan penataan ketidaksamaan
ekonomi sebab yang menjadi korban adalah pihak buruh yang selalu berhadapan
dengan pemutusan hubungan kerja. Terdapat perbedaan kesejahteraan antara upah
buruh alih daya dengan non alih daya antara lain: upah I8mbur yang justru sering

bermasalah dan terjadi pemotongan, tunjangan Hari ) diberikan apabila

ntuk memutuskan

penggerak bagi perjuangan buruh. Sering sekali para buruh tidak tahu harus memulai
darimana titik berangkat perjuangannya. Dengan adanya fasilitator, maka gereja
bersama-sama dengan buruh akan merumuskan bentuk perjuangan yang akan
dilakukan. Untuk dapat terus menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka buruh
harus selalu terintegrasi melalui komunitas basis buruh yaitu komunitas basis

gerejawi maupun komunitas basis antar iman.

Kata Kunci: Buruh Alih Daya, Keadilan, Jhon Rawls, Gereja, Komunitas Basis.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Pengertian Alih Daya

Globalisasi membawa dampak langsung bag

yang terbaik dan upah buruh yang rendah. Semakin rendah upah buruh maka para
investor akan semakin tertarik untuk menginvestasikan modalnya.? Hal ini tentu

berakibat langsung pada perburuhan Indonesia yang semakin terpuruk. Maka model-

1 1. Wibowo, Negara Centeng — Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Kanisius,
2010), p. 155
2 \bid, p. 159



model pasar buruh fleksibel (labour market flexibility) diperkenalkan, yang sering
kita dengar dengan istilah outsourcing atau alih daya.’

Sistem alih daya adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis
dari perusahaan kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa
tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan kesepakatan

pihak terkait. Istilah ini menunjukkan sebuah situasi dilibatkannya pihak eksternal

oleh sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bi lam, perusahaan tersebut.

Tujuan sistem alih daya adalah supaya perusaha ada bisnis inti sehingga
kegiatan perusahaan di luar bisnis inti di pada pihak ketiga.* Perusahaan
yang fokus pada bisnis inti akan mefiekan B oduksi karena telah memangkas

biaya upah buruh, melakuk ih efektif dan efisien, meningkatkan

Para pe pasar kerja fleksibel memberi asumsi bahwa sistem pasar kerja
fleksibel akan an dua efek positif. Pertama, akan menjadi persaingan yang
terbuka dan bebas intervensi non ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kedua, pasar kerja fleksibel akan

menghasilkan pemerataan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan perbaikan

® 1. Wibowo, Negara Centeng — Negara dan Saudagar di Era Globalisasi,... p. 155.

Selanjutnya penulis akan menggunakan kata Alih daya.

Gianni Zappala, “Outsourcing and Human Resource Management”, dalam Working Paper, April
2000 (Australia: Australian Centre for Industrial Relations Research and Training, 2000), p. 3.
Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif-Praktek
Kerja Buruh Kontrak dan Outsourcing di Sektor Industri di Indonesia, (Bandung: Akatiga, 2010),
p. 11

4



pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam pasar
kerja, interaksi yang bebas antara pemberi kerja dan tenaga kerja dipandang sebagai
kondisi yang diperlukan dalam peningkatan taraf ekonomi. Pengguna tenaga kerja
bebas mencari tenaga kerja untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna
yaitu jenis dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Demikian juga tenaga kerja akan

bebas memilih pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan raSionalnya yaitu seberapa

banyak pendapatan yang diberikan oleh pengguna.®
Asumsi para pendukung alih daya terkesa aik untuk meningkatkan
ayburuh. Namun sistem kerja alih
am ketenagakerjaan di Indonesia
saat ini. Sejak Undang-unda No. 13 tahun 2003 disahkan, sistem
ini telah mengundang danyak dan” kontra antara pemerintah, pengusaha dan
buruh. Dalam setiap demon
frapuskannya sistem alih daya. Sementara itu para pengusaha
<

istem alih daya merupakan sistem yang paling ideal dalam

g dilakukan buruh salah satu tuntutan yang paling

utama adala

mengklaim Ba

konteks ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan itu maka pemerintah juga
memberikan dukungan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem

alih daya.

®  Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, “Rezim Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab

Negara” dalam Syarif Arifin, dkk (ed), Memetakan Gerakan Buruh, (Depok: KEPIK, 2012), p. 102



1.1.2 Sistem Alih Daya di Indonesia

Alih daya dalam Kketenagakerjaan di Indonesia dimaksudkan sebagai
pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pemborongan pekerjaan
dilakukan oleh perusahaan besar yang memberikan sebagian pekerjaan kepada
perusahaan kecil. Selain pemborongan pekerjaan, sistem alih daya juga menyangkut

penanganan buruh perusahaan yang dilakukan oleh pihak k&tiga yaitu perusahaan jasa

penyalur buruh.

Idealnya perusahaan jasa penyalur harus be kum namun banyak para
pengusaha yang mendapat kemudahan oleh izin membuka perusahaan
jasa penyalur.” Bahkan beberapa angySaha memiliki lebih dari satu
perusahaan jasa demi mengatasi ender. Pemeriksaan secara teliti dari
saat membuka perusahaan jasa penyalur
namun dilakukan setelah p

m‘ annya sistem alih daya, orang berlomba-lomba untuk
D

gan jasa karena bisnis ini sangat menggiurkan untuk

jasa beroperasi.

Sejak

membangun

menghasilkan keuntungan yang didapatkan dengan menyalurkan buruh. Dituturkan
salah seorang buruh, bahkan beberapa Pendeta dari denominasi gereja tertentu
memiliki perusahaan jasa penyalur buruh. Kesempatan alih daya telah dimanfaatkan
oleh banyak pihak dengan membuka perusahaan jasa penyalur di Batam. Di Batam

terdapat lebih dari seratus perusahaan jasa penyalur baik yang legal maupun yang

" Perusahaan jasa penyalur buruh harus mendapat izin dari Dinas tenaga kerja dengan syarat:

berbadan hukum (PT atau Koperasi), memiliki anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan
usaha penyedia jasa buruh, SIUP dan Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.



ilegal. Peran perusahaan jasa inilah yang dipakai oleh perusahan-perusahaan industri
untuk mengurusi segala hal tentang manajemen buruh. Menurut penuturan seorang
dari manajemen perusahaan pihak perusahaan pada umumnya membayar kepada
perusahaan jasa selisih Rp 120.000-Rp 150.000 dari upah minimum kota (UMK).
Ada juga pihak perusahaan pengguna yang membayar sesuai UMK yang kemudian

dipotong oleh perusahaan jasa penyalur sebesar 10 % sehirigga buruh mendapat upah

di bawah UMK.®

Sistem ini telah mengubah relasi buruh de usahaan industri menjadi
tidak langsung karena mulai dari prog en sampai  pemutusan kontrak
dilakukan oleh perusahaan jasa penyalur. F aan buruh alih daya dilakukan
melalui dua mekanisme vyai uh baru melalui perusahaan jasa
penyalur atau mengubgh status ungan kerja dari tetap atau kontrak menjadi alih

daya. Perubahan status h erja dari tetap atau kontrak menjadi alih daya

dilakukan de elakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tetap
dan direkrut ZC) gan status kontrak melalui perusahaan penyalur atau direkrut
langsung dan menjadi buruh dengan pengalaman kerja 0 (nol) tahun karena masa
kerja sebelumnya tidak diperhitungkan. Dengan demikian sebagai buruh baru yang

bersangkutan akan diperlakukan dan dibayar sesuai standar buruh baru yaitu upah

minimum dan tidak mendapatkan hak tunjangan.

® Informasi diperoleh pada saat penulis melakuklan observasi di Batam pada bulan Agustus-

September 2011.



Sistem alih daya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (UUK) No. 13 tahun 2003 pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam penjelasan
pasal 66 bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan alih daya adalah pekerjaan
pendukung di perusahaan seperti katering, satpam, cleaning servis, usaha jasa
penunjang di pertambangan dan jasa transportasi.’ Namun dalam kenyataannya

perusahaan memakai tenaga buruh alih daya mengerjakan fgkerjaan utama di bagian

produksi. Hal ini terjadi karena UUK telah ditafsir berbeda oleh pihak

perusahaan yang melaluinya melegalkan penggu enaga kerja buruh alih daya

untuk pekerjaan utama.'®

Dalam implementasinya, Unda nagakerjaan telah menimbulkan
multi tafsir bagi kalangan 4 dari Dinas Tenaga Kerja memiliki

interpretasi  yang b Undang-undang Ketenagakerjaan yang

undang-undang dan peraturannya, tapi masalahnya muncul ketika peraturan tersebut

diimplementasikan. (2) Undang-undang Ketenagakerjaan masih harus disempurnakan
secara khusus pengaturan terhadap jenis pekerjaan inti dan non inti, karena selama ini

jenis pekerjaan ini ditentukan oleh pihak perusahaan. Perlu diberikan sanksi bagi

% Departemen Hukum dan HAM, UU Ketenagakerjaan Rl No. 13 tahun 2003,
www.depkumham.go.id, diunduh tanggal 01 April 2011), pp. 11-12.

0 Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif-Praktek
Kerja Buruh Kontrak dan Outsourcing di Sektor Industri di Indonesia, ... p. 62.




siapa saja yang melanggarnya (3) Undang-undang Ketenagakerjaan ini harus dicabut
karena tidak mendukung cita-cita pemerintah untuk memberantas kemiskinan. (4)
Peraturan mengenai alih daya adalah insentif bagi masuknya investasi.™

Sedangkan bagi perusahaan jasa penyalur buruh, peraturan alih daya dalam

Undang-undang Ketenagakerjaan telah membuka peluang usaha yang mendatangkan

penyalur merasa sebagai pemberi
pekerjaan kepada banyak buruh ih dari 50% buruh di pabrik menggunakan
jasa penyalur. Ketika ada menghapus pasal-pasal perihal alih daya pihak

perusahaan j r mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dihapus sebab akan

11 Ketika berkunjung ke kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam untuk mengetahui data-

data angkatan kerja, salah seorang staff pegawai Disnaker menuturkan bahwa Disnaker Kota
Batam tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan di
Batam. Semua hal yang berhubungan dengan regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan dikontrol
langsung dari Disnaker Pusat. Dengan demikian, apa yang diaturkan oleh Disnaker pusat harus
dijalankan di kota Batam. Jika buruh menuntut Disnaker kota Batam, maka tidak dapat berbuat
apa-apa sehingga peran Disnaker kota Batam menjadi sangat dilematis.

Penjelasan pasal 66 dikatakan: Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha
produksi (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: pelayanan kebersihan
(cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga pengaman
(security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan
angkutan buruh.
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mengurangi kesempatan bekerja bagi banyak buruh yang sedang menunggu antrian
pekerjaan.’®

Bagi perusahaan industri, sistem alih daya tidak salah sebab sudah diatur dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan. Perusahan industri sebagai penggguna buruh alih
daya menganggap Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai tonggak legal untuk

merekrut buruh alih daya. Mereka merasa tidak meldfggar peraturan dalam

mempekerjakan buruh alih daya karena sebagali n penerima order

pekerjaan (vendor) yang memproduksi sp dar1 perusahaan lain

(principal), mereka tidak mempunyai pe ore business), dan oleh karena

itu bisa mempekerjakan buruh alihffidaya © a bagian produksi. Selain itu
dengan perusahaan principal yang
a kebutuhan untuk mempekerjakan buruh

bisa disesuaikan dengan perjanjian dengan

asi penerimaan order, mengurangi biaya tenaga kerja untuk
jangka panjang, mempermudah atau mengalihkan penanganan persoalan
administrasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial karena dialihkan kepada
pihak ketiga yaitu perusahaan jasa penyalur buruh, mempertahankan produktifitas

buruh karena dengan barisan buruh yang selalu baru dengan tenaga yang segar.**

3 Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif, ... pp. 65-66
" Ipid, p. 68.



Pengurus dan anggota serikat buruh juga memiliki beragam tanggapan terhadap
UUK mengenai alih daya. Kelompok yang setuju menyatakan bahwa UUK yang
mengatur sudah jelas dan tidak ada masalah akan tetapi sosialisasi yang kurang
dan ketidaktegasan pemerintah menyebabkan dalam implementasinya banyak

pelanggaran. Kelompok yang tidak setuju menyatakan bafiwa UUK dibuat dengan

memberikan celah bagi pelanggaran dengan rumusan i pasal 66, tidak ada

sanksi yang memberikan efek jera bagi pelangg melindungi buruh dan di

tingkat implementasi fungsi pengawasan dak berjalan. Legalisasi alih daya

buruh juga memiliki tanggapan yang beragam: UUK harus diubah atau diganti dan

hanya pasal tentang alih daya harus dihapus tanpa mengganti UUK.*®
Implikasi praktek kerja alih daya telah melanggar lima standar perburuhan

International Labour Organisation (ILO) yaitu Konvensi ILO No. 87 mengenai

1> Surya Candra, “UU Ketenagakerjaan dalam konteks gejala informalisasi hubungan kerja dalam
UUK: Legalisasi Perbudakan Modern?” dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 8, (Bandung:
AKATIGA, 2003), p. 21

16 Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif, ... p. 69



kebebasan berserikat, Konvensi ILO No. 98 mengenai perundingan kolektif,

Konvensi ILO No. 100 mengenai persamaan remunerasi, Konvensi ILO No. 102

mengenai perlindungan social, Konvensi ILO No. 111 mengenai anti diskriminasi.*’

No. 87 mengenai kebebasan berserikat.
Article 2: Workers and employers, without distinction whatsoever, shall
have the right to establish and, subject only to the rules of the
organization concerned, to join organisations of their own choosing
without previous authorization.*®

No. 98 mengenai perundingan kolektif.
Article 1: Workers shall enjoy edaquate

ash or in kind by the employer
to the worker and arising worker’s employment.?

No. 102 mengenal
Medical care, Sickne

Article 1T™Amy”distinction, exclusion or preference made on the basis of
race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social
origin, which has the effect of nullifying or impairing equality or
opportunity or treatment in employment or occupation.®

17
18

19
20
21
22

Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif, ... p. 77

ITUC, International Standards for Decent Work-Major Convention, Declarations and Guidelines:
(Singapore: ITUC Asia Pasific, 2010), p. 45.

Ibid, p. 51

Ibid, p. 69

Ibid, p. 117

Ibid, p. 73
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1.1.3 Kesejahteraan Buruh Alih Daya

Perbedaan gaji buruh alih daya buruh tetap terlihat dari tunjuangan-tunjungan
yang ada. Buruh tetap dan buruh alih daya sama-sama mendapat gaji pokok dengan
upah minimum kota (UMK) Batam sebesar Rp 1.402.000. Selain UMK ini, buruh
tetap masih mendapatkan tunjangan tetap berupa tunjangan hari raya dan tidak tetap

(bonus), tunjangan perumahan, tunjangan makan, transportasi, jamsostek, sedangkan

buruh alih daya tidak mendapat tunjangan apapun, kec
syarat dan ketentuan berlaku yaitu masa kerja 1 ta irnya upah buruh alih daya

lebih rendah daripada buruh tetap sekalip erjakan pekerjaan yang sama.

Berdasarkan penelitian AKATIGAZ [secara Umupidi berbagai kota perbedaan rata-

rata upah pokok antara buru kontrak dan buruh alih daya masing-
masing 14 % dan 17,45 %.>* Pihak¥perusahaan menikmati keuntungan sebesar 14-17%

yang seharusnya jatah buru

Buruh 4a A\ tidak diizinkan untuk ikut di dalam serikat buruh yang
disepakati dala kerja. Karenanya tidak heran keikutsertaan buruh alih daya
di serikat buruh nol persen.”® Para buruh akhirnya tidak terlalu menuntut hal ini
karena mereka juga memiliki batas kerja yang sangat pendek. Sehingga bagi mereka
Serikat Buruh bukan hal yang penting karena dalam jangka 3-6 bulan anggotanya

akan selalu berganti. Situasi ini telah membuat para buruh mementingkan diri sendiri

dan tidak mau lagi saling berunding dengan sesama buruh. Bagi kebanyakan buruh,

2 AKATIGA merupakan pusat analisis sosial yang berkedudukan di Bandung.
2 Indrasarih Tjandraningsih, Rina Herawati, Suhadmadi, Diskriminatif dan Eksploitatif, ... p. 43
25 H

Ibid, p. 76
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prinsip “yang penting bisa kerja” akhirnya melekat kuat dan tidak ada pencarian
solusi bersama melalui komunitas buruh.?®

Terdapat juga pembatasan usia dalam perekrutan buruh alih daya dengan
maksimal usia rata-rata 26 tahun. Pembatasan usia untuk diterima sebagai buruh telah
menimbulkan banyak pengangguran dan tidak mendukung cita-cita penghapusan

kemiskinan. Ketika penulis melayani di Batam pada tahufi®2007-2009, setiap bulan

banyak jemaat yang harus pulang ke kampung halama a tidak diterima lagi

bekerja. Kemanakah mereka mencari pekerjaan berusia di atas 25 tahun
terlebih bila sudah menikah. Bagaimana ak mereka yang tidak diterima
lagi bekerja? Ternyata sistem alih da ghabkan banyak pengangguran dan
menyebabkan penderitaan. Siste ah melahirkan kemiskinan struktural
karena orang dibuat megjadi mis engan terorganisir.

Dari observasi di ata ilihat bahwa pihak perusahaan telah melakukan

UK dengan mempekerjakan buruh alih daya pada pekerjaan
dilematis karena buruh alih daya tidak mempunyai kekuatan
untuk menolak dipekerjakan sebagai buruh alih daya. Membludaknya tenaga kerja di

Indonesia membuat paradigma terhadap buruh berubah seolah-olah buruhlah yang

26 Seorang buruh menuturkan bahwa ketika dia habis kontrak dan akan diover kontrak ke perusahaan

jasa penyalur kedua, dengan asumsi bahwa masa kerjanya akan dimulai dari nol. Dia mengambil
keputusan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dia mengatakan, kalau mereka bisa cerdik seperti
itu, kenapa kita tidak bisa. Dia mencoba memberi gambaran kepada teman-temannya namun dia
tidak diindahkan.
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membutuhkan pekerjaan bukan pengusaha yang membutuhkan buruh. Idealnya
pengusaha dan buruh memiliki relasi yang saling membutuhkan satu sama lain.
Dampak negatif dari pelanggaran hukum ialah dikorbankannya hak-hak para
buruh yaitu hak untuk mendapat upah yang layak, hak mendapat pekerjaan, hak
mendapat jaminan sosial serta hak untuk berserikat. Perbandingan upah buruh alih

daya dengan buruh tetap atau kontrak lebih rendah 14-17%%, artinya bahwa pihak

perusahaan telah meraup keuntungan yang sangat A hak buruh. Terjadi

penumpukan harta materi pada pihak-pihak terte n penderitaan bagi pihak
buruh. Banyaknya buruh alih daya yang an dalam jaminan sosial tenaga

agUisia yaitu hak untuk hidup. Setiap
ak ada yang dapat mencabutnya. Oleh

ral untuk menjaga dan menjamin hak ini.?’

Permintaan perusahaan supaya tidak memasuki Serikat Buruh merupakan sebuah
politik pecah belah (divide et impera) dimana para buruh tidak diberikan hak
berkumpul dan berserikat sehingga tidak memiliki kekuatan suara secara bersama-
sama memperjuangkan keadilan. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak

azasi manusia yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan.?®

2" Sonny Keraf, Etika Bisnis-Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), p. 169
28 H
Ibid, p. 168.
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Sistem Kkerja alih daya ternyata banyak mengabaikan martabat kemanusiaan.
Hubungan yang terjadi dalam suatu sistem kerja hendaknya memperhatikan martabat
manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menekankan keberadaan manusia hanya dalam
fungsi ekonomi merupakan suatu pereduksian terhadap martabat manusia karena

manusia lebih dari sekedar fungsi ekonomi. Ekonomi diperuntukkan untuk manusia

bukan manusia untuk ekonomi.?® Tidak diakuinya martafat manusia dalam sistem

ekonomi merupakan bentuk penjajahan dan eksploit rus dihapuskan dari
muka bumi ini. Oleh sebab itu semua pihak ait, terlebih gereja dan
pemerintah harus secara tegas menyuarak gadilan bagi para korban.

Pada May Day 2011, Presid a Menteri Tenaga Kerja mengadakan
kunjungan ke pabrik di da ada saat itu Menteri berjanji akan
membuat peraturan pe memperketat dan mengawasi alih daya sehingga

tidak disalahartikan, bila p dibatasi dan kalau bisa dihilangkan.*® Harapan

buruh, peme

r(bj
tetapi mengRap .

ketenagakerjaan di Indonesia yang berpihak kepada buruh akan menghilangkan

an sekedar melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya

etegasan pemerintah Indonesia dalam pengaturan sistem

perlakuan semena-mena terhadap buruh.

» Mateus Mali “Kabar Gembira Bagi Kaum Buruh” dalam A. Eddy Kritiyanto (ed), Spiritualitas
Sosial: Suatu Kajian Kontekstual, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), p. 170.
%0 http://www.depnakertrans.go.id/news.html,649,naker/diakses tanggal 02 Mei 2011.
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1.1.4 Respons Gereja-gereja di Batam

Dengan melihat kenyataan yang dialami para buruh, maka dalam kurun waktu
tahun 2007-2009 gereja-gereja anggota Sekretaris Bersama United Evangelism
Mission (Sekber UEM) di Batam memfasilitasi tiga kali konsultasi/pelatihan
pelayanan buruh dengan mengundang gereja-gereja yang bukan anggota Sekber

UEM.* Namun gereja-gereja Sekber UEM tidak pernah ladikmemfasilitasi konsultasi

pelayanan buruh sejak tahun 2010 sampai sekarang. itu dalam penelitian

ini akan diteliti pelayanan apa yang telah dilakuka eja-gereja di Batam pasca

konsultasi pelayanan buruh tersebut.

Konsultasi yang dilakukan selama tiga ah merekomendasikan beberapa

hal untuk pola pelayanan b eberapa rekomendasi hasil konsultasi
masih menjadikan buruh sebagai objek

lu menunjukkan yang berperan utama adalah

ekklesiologi kaum buruh. Hal ini terlihat dari kegiatan konsultasi yang lebih dominan
diikuti oleh Pendeta dan aktivis buruh. Konsultasi tanpa menghadirkan buruh sebagai
subjek dari konsultasi akan sulit menghasilkan rekomendasi yang dapat diaplikasikan

dalam pelayanan buruh. Idealnya pengalaman buruhlah yang menjadi rumusan aksi

% Tanggal 11 — 15 November 2007, Nopember 2008, 30 November - 04 Desember 2009. Anggota
Sekber UEM: Gereja anggota UEM: HKBP, HKI, GKPS, GKPA, GKPI, GBKP, GKLI, GKPM,
GPP, GKPPD dan BNKP.

%2 Notulensi Pembinaan Pelayanan Buruh oleh HKBP.
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pelayanan dan tentunya mereka yang diharapkan menjadi subjek atau basis pelayanan
dimana gereja (pelayan) sebagai fasilitator. Kehadiran gereja sebagai fasilitator bagi
buruh akan mendorong terjadinya konsultasi bersama buruh, aktivis buruh, pelayan
gereja dan pihak-pihak yang terkait dengan buruh. Melalui penelitian dan analasis
sosial secara bersama-sama akan ditemukan dasar ekklesiologi bagi pelayanan buruh.

Buruh akan merekomendasikan apa yang perlu bagi mereka. Buruh sebagai bagian

dari jemaat buruh akan mendiskusikan pengalama an menjadi sebuah
refleksi dan aksi.
Keberpihakan kepada kaum buru lukan untuk mengubah sistem

dan jaringan yang tidak adil dan memperjuafigka”keadilan dalam seluruh dimensi

s dibebaskan dari keditakadilan dan
menuju kesejahteraan dengan sumber daya

eminggiran menuju organisasi dan partisipasi

kepada mereka harus berpusat pada buruh itu sendiri dan tidak berdasar standar dari

luar mereka.*

% J.B Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif-Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan
Persfektif Adil Gender, HAM dan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), p. 54.
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1.2 Rumusan Masalah
1. Mengapa praktek alih daya di Batam menjadi masalah ketidakadilan?
2. Bagaimana gereja-gereja di Batam menyikapi praktek alih daya sebagai
masalah sosial teologis?
3. Apakah buruh alih daya dapat membangun ekklesiologi solidaritas buruh dalam

rangka perjuangan keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk bentuk praktek alih daya di

perusahaan-perusahaan di Batam dan siologi kontekstual kaum buruh

dalam menyikapi sistem ali asil penelitian akan ditawarkan cara

menggereja baru di tengah pergu n buruh alih daya di Batam.

analisis sosial maka hasil penelitian dari lapangan akan

diolah secara kritis menyangkut masalah-masalah yang dihadapi dan penyebabnya
serta hubungannya satu sama lain. Oleh sebab itu diperlukan analisis mengenai
kenyataan ekonomi, hukum maupun sosio-budaya baik secara historis maupun secara
struktural. Dengan demikian tahap ini membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial

sehingga membutuhkan pendekatan lintas ilmu terutama bersama dengan ilmu-ilmu
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sosial.®* Itu sebabnya dalam tesis ini penulis menggunakan teori keadilan John Rawls
untuk menganalisis keadaan buruh alih daya. Melalui teori ini akan dianalisis
masalah-masalah ketidakadilan serta sebab-musabab ketidakadilan yang dihadapi

oleh buruh alih daya di Batam.

1.4.1 Biografi singkat John Rawls
John Bordley Rawls lahir pada tanggal 21 Pe i1 di Baltimore, anak

kedua dari lima bersaudara, anak dari William 3-1946) dan Anna Abell

Rawls (1892-1954).% William Lee merupdl atara perusahaan yang sukses dan

dihormati di sebuah firma hukum Marbury, atu firma hukum yang terbaik di
Baltimore. Dia juga mengaj as Hukum Baltimore dan pada tahun
1919 dan terpilih seba da dari Baltimore Bar Association. Kedua

orang tua Rawls sangat ter m dunia hukum dan politik. Ibu Rawls sepanjang

hidupnya tegfa perjuangan kesetaraan perempuan. Rawls terinspirasi dari

pekerjaan ibug Jga dia sangat tertarik terhadap tema keadilan.*
Pendidikan Rawls dimulai di sekolah privat Calvert (1927-1933) dan
dilanjutkan di Roland Park Junior High School (1933-1935). Kemudian dia pindah ke

Kent Scholl di sebelah barat Connecticut.®” Setelah menyelesaikan sekolahnya, Rawls

melanjut ke Princenton University pada tahun 1939. Dia bergabung pada sebuah club

% J.B Banawiratma, J. Muller, Berteologi Sosial Lintas Ilmu — Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup
Beriman, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), p. 27

Thomas Pogge, John Rawls — His Life and Theory of Justice, (New York: Oxford University Press,
2007), p. 4

% \bid, p. 5

% \bid, p. 7

35
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bernama The lvy Club, yang merupakan sebuah kelompok akademis terbatas yang
tertarik untuk memahami dan mendalami ilmu filsafat. Pada tahun 1943, Rawls
menyelesaikan pendidikannya dan langsung bergabung menjadi tentara. Pada tahun
1946 dia mengundurkan diri dari karir militernya akibat pengalaman pahitnya sebagai
saksi hidup dalam peledakan bom di Hirosima oleh Amerika.® Kemudian dia

kembali ke Princenton University melanjutkan studi pada“@rogram doktoral dengan

desertasi tentang filsafat moral. Tiga tahun kemudian, 949 Rawls menikah

dengan Margareth Warfield Fox Rawls dan dikaru t orang anak.*

Pada tahun 1950, Rawls berh@ ertahankan desertasinya dan

menyandang gelar Ph.D dari Princefiton U y. Kemudian Rawls mengajar di

Princenton University sam 52. Tidak lama setelah itu, Rawls

i p

melanjutkan studi di Oxford Universityy” Inggris. Sekembalinya ke Amerika, Rawls
melanjutkan Kkarir akademi {*Cornel University dan pada tahun 1962 diangkat
menjadi gur Is juga mendapat kesempatan untuk mengajar dan menjadi
guru besar setts Institute of Tecnology. Dua tahun kemudian, Rawls

pindah untuk mengajar secara penuh waktu di Harvard University, dan dia mengabdi
disana sampai akhir hayatnya.*

Rawls meninggal pada tanggal 24 November 2002 di Lexington. Dikebumikan
pada Pada tanggal 03 Desember 2002 dilakukan upacara penghormatan khusus yang

dilayani oleh gereja, dengan mengibarkan bendera setengah tiang “in honor and

# Thomas Pogge, John Rawls — His Life and Theory of Justice, ... p. 10-12
% \bid, p. 15
0 bid, p. 16-17

19



memory of John Bordley Rawls whose wisdom and honor have inspired so many of

US”.41

1.4.2 Teori Keadilan Rawls
1.4.2.1 Prinsip-prinsip keadilan Rawls

Keadilan sebagai fairness** merupakan konsep keftlilan yang didefenisikan

oleh Rawls sebagai kebajikan utama dalam struktur arakat. Masyarakat

yang terdiri dari kumpulan individu yang di satu ginginkan bersatu karena

adanya ikatan untuk memenuhi kumpulg amun disisi yang lain masing-

masing individu memiliki pembawaall serta fak g berbeda yang semua itu tidak

dapat dilebur dalam kehidup rena itu Rawls mencoba memberikan
jawaban atas pertanya meémpertemukan hak-hak dan pembawaan yang
berbeda disatu pihak deng nan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan

bersama.*®

*1 Thomas Pogge, John Rawls — His Life and Theory of Justice, ... p. 27

2 John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), (Cambridge: Harvard Univrsity Press, 1999), p.
3

* Untuk menjelaskan pengertian teknis fairness dengan menggunakan contoh fairplay dalam suatu
permainan baseball. Dalam permainan terdapat fungsi Pitcher dan Catcher yang mengemban tugas
yang berbeda satu sama lain namun tetap sama perlunya bagi permainan tersebut. Jika terdapat
salah satu fungsi yang tidak menjalankan tugas yang sudah ditentukan, maka permainan tersebut
akan kacau atau berjalan timpang atau tidak berjalan sama sekali. Masing-masing pemegang fungsi
menerima tugas dan segala peraturan yang berkaitan dengan terselenggaranya permainan base-ball.
Fairplay akan tercapai bila setiap pemegang fungsi mentaati segala aturan main termasuk tidak
curang terhadap fungsi dan tugasnya. Kurang lebih demikian keadaan fairness akan tercapai dalam
kegiatan struktur dasar masyarakat.
(Wahono Prawiro, Keadilan Sebagai Fairness dalam Orientasi Pustaka Filsafat dan Teologi, p.
18).
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Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya
dalam pokok-pokok keadilan sebagai berikut: pertama, keadilan merupakan hal
utama dalam institusi sosial seperti kebenaran dalam sistem berpikir kita. Suatu teori,
hukum maupun institusi sekalipun sudah sangat bagus dan efisien harus diperbaiki
atau dihapus jika tidak mengandung keadilan. Kedua, setiap orang memiliki hak yang

tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilang@ar sekalipun atas nama

kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan annya kepentingan

seseorang atau kelompok demi kepentingan ora banyak yang menikmati

keuntungannya. Ketiga, dalam masyarak

Pokok pertama da n Rawls ini sangat menegaskan bahwa suatu

hukum atau j arus dihapus atau direformasi jika tidak mengandung keadilan.

Hal ini sange g sebab orang akan memilih sumber hukum apa yang akan
dipakai sebagai tolok ukur keadilan. Pokok kedua dan ketiga sangat menegaskan
bahwa keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau
kelompok demi kepentingan orang-orang yang menikmati keuntungannya. Dalam

masyarakat yang adil, kemerdekaan dan hak-haknya terjamin dan tidak dapat

dijadikan sebagai mangsa tawar-menawar politik dan kalkulasi kepentingan sosial.

* John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... pp. 3-4.
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Namun pokok keadilan keempat ini dapat dipakai oleh pihak-pihak tertentu
sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi orang yang lemah. Jika Rawls
mengatakan bahwa keadilan sebagai fairness dimana setiap pelaku dalam struktur
masyarakat menyadari dan sama-sama berupaya untuk menciptakan tatanan

masyarakat yang adil. Jika sekecil-kecilnya ketidakadilan terjadi demi menghindari

ketidakadilan yang lebih besar, maka tetap saja ada kof@an-korban ketidakadilan

dalam struktur masyarakat. Ketika pokok keadilan k | direalisasikan maka
menjadi bertentangan dengan pokok keadilan ke ketiga yang mengatakan

bahwa setiap orang memiliki hak yang pada prinsip keadilan yang tidak

punyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang
5 kebebasan yang sama bagi semua orang.

Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa
sehingga (a) dapat memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b)
semua jabatan dan posisi terbuka bagi semua orang.

> John Rawls, A Theory of Justice-Revised Edition, ... p. 53
First : Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties
compatible with a similar scheme of liberties for others. Second : Social and economic inequalities
are to be arrange so that they are both (a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b)
attached to positions and offices open all.
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Dalam prinsip pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama (equal liberty
principle), ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-
kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan
sejenis bagi orang lain. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud
antara lain: kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan

ekspresi, kebebasan personal dalam berpikir, kebebasan @atuk memiliki kekayaan,

Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.*
Pandangan Rawls tentang kebebasan me uah keunggulan dalam
teorinya sebab jika dalam struktur dasagf terdapat diskriminasi manusia

dalam hal kebebasan maka struktur

(economic inequalities) harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat memberi

" Ibid, p. 57

" Herry Priyono, “Teori Keadilan John Rawls” dalam Diskursus Kemasyarakatan dan
Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia, 1993), p. 43.
Namun prinsip utilitarian dapat melahirkan pandangan semacam ini. Rawls menjelaskan bahwa
pandangan tentang kebebasan menurut utilitarian memiliki asumsi yang meragukan yaitu asumsi
yang menyatakan bahwa setiap orang punya kemampuan dan peluang yang sama untuk
melaksanakan kebebasan-kebebasan dasar. Kebebasan bukan lagi nilai yang pada dirinya sendiri
harus ada, melainkan cenderung menjadi barang mainan yang dapat didistribusikan. Jika setiap
orang tidak menemukan kepuasan yang sama dalam hal kebebasan-kebebasan dasar, kepentingan
dapat dicapai melalui distibusi dalam hal kebebasan dasar. Dengan kata lain jika kemampuan
menikmati kebebasan tidak sama, maka utilitarianisme menuntut distribusi yang tidak sama.
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keuntungan kepada semua orang dan setiap orang terbuka untuk kesempatan pada
suatu jabatan atau posisi.** Rawls mengartikannya ketidaksamaan sebagai
ketidakseimbangan pembagian keuntungan karena tidak adanya kesempatan yang
sama dalam mendapatkan kedudukan serta fungsi-fungsi yang ada dalam kegiatan

masyarakat.*®

Substansi teori keadilan Rawls tentang prinsip Sketidaksamaan ekonomi

mengizinkan sejumlah ketidaksetaraan di dalam pe n jika hal itu dapat
melindungi bahkan memperbaiki posisi mer kurang beruntung di
masyarakat.>® Hal ini berarti bahwa penif2 dntungan dalam kegiatan struktur

masyarakat harus didistribusikan kepada semia aftggota. Walaupun pembagiannya

tidak selalu sama rata namunghar ikan orang-orang yang paling kurang
beruntung.
Prinsip perbedaan d gaturan struktur dasar masyarakat harus diatur

sedemikian ga akses untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan dan

otoritas dip bagi orang-orang yang kurang beruntung. Dalam investasi
penanaman modal prinsip ini dapat diterapkan ketika investasi yang besar dalam
bidang industri diupayakan untuk menambah lapangan pekerjaan, barang dan jasa.
Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, barang dan jasa maka investasi telah

memberikan keuntungan besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Oleh

sebab itu investasi harus menaikkan pendapatan melalui kenaikan upah dan lapangan

8 John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... p. 53
*bid, p. 54
%0 Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan, (Bandung: Nusa Media, 2011), p. 56
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kerja baru.>* Menurut Rawls, prinsip perbedaan dalam masyarakat dapat dilaksanakan
dengan redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada ekonomi
kuat dan mengalihkan hasil bagi kelompok lemah. Maksimalisasi prospek pendapatan
dan kesejahteraan sebagian kelompok lemah dapat dicapai dengan menaikkan upah
kerja dalam pasar bebas.*?

Kedua prinsip keadilan Rawls tidak dimaksudkan Wmtuk menangani kriteria

suatu pembagian keuntungan secara langsung tetapi di bagai prinsip-prinsip

yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kew. sar dan yang mengatur
pembagian keuntungan sosial-ekonomi struktur masyarakat. Orang-
orang yang terlibat dalam kegiatan stfuktur at menjadi bagian dari kegiatan
struktur masyarakat merupa ukan pribadi melainkan orang-orang
secara kolektif.>® Suatu gistem ek dak hanya perangkat-perangkat institusional

untuk memuaskan keingin

(W]

mempengaruhi keinginan yang akan mereka miliki kemudian dan menjadi orang

butuhan yang ada, tetapi juga sebagai suatu cara

untuk mencij ) membentuk keinginan-keinginan masa depan. Bagaimana

manusia be a-sama untuk memuaskan keinginan mereka saat ini dapat
seperti apa mereka kemudian.>*
Konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama yang

merupakan standar penilaian aspek distributif struktur dasar masyarakat. Pandangan

L Herry Priyono, “Teori Keadilan John Rawls” ... p. 38.

2 bid, p. 48

>3 Wahono Prawiro, “Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls” dalam Orientasi Pustaka
Filsafat dan Teologi, (Yogyakarta: Kanisius, 1979), p. 21

> John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... p. 229.
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ini diungkapkan oleh Rawls dalam konsepsi keadilan umum intuitif di mana semua
nikmat primer yaitu kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan
dasar-dasar kehormatan diri harus dibagikan secara merata (equally). Pembagian
tidak merata (unequal) sebagian atau seluruh keuntungan dapat terjadi hanya apabila
menguntungkan semua pihak terutama golongan tertinggal. Dapat dilihat bahwa

prinsip pokok keadilan sosial adalah kesamaan dalam diStribusi atas keuntungan-

keuntungan primer (primer goods) namun ketidaks t ditoleransi sejauh

menguntungkan semua pihak. Tampak bahwa ke awls mencakup dua

sisi dari masalah keadilan yaitu kesamaang@ daksamaan.”

1.4.2.2. Kontrak Sosial

Rawls menjelaskan teorinyasglen menggunakan gagasan tradisional tentang
kontrak sosial.>® Untuk me al ini, kontrak sosial tidak akan dianggap sebagai
memahami masyarakat tertentu atau membangun bentuk

Namun gagasan utama yang menandainya adalah bahwa

prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan.
Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut dengan menentukan
jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang
dapat didirikan. Masyarakat yang terlibat dalam kerja sama sosial memilih prinsip-

prinsip yang akan memberikan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian

> John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... p. 303
% Tujuannya menyajikan sebuah konsep teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat
teori kontrak sosial yang disajikan oleh Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi.
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keuntungan sosial. Lalu mereka akan memutuskan bagaimana mengatur klaim-klaim
mereka satu sama lain dan apa yang mesti menjadi kontrak dasar masyarakat mereka.
Dengan demikian tiap orang harus memutuskan dengan pemikiran rasional apa yang
menurut mereka adil atau tidak adil.”’

Dalam gagasan ini, prinsip-prinsip organisasi politik dapat dipandang sebagai

kondisi dimana orang-orang membuat kontrak sosial. Pri keadilan bagi struktur

dasar masyarakat adalah prinsip yang menjelaskan ba i-pribadi yang bebas,

rasional dan menaruh perhatian pada kepentinga harus menerima situasi
posisi asali (original position) sebagaigia skan dalam istilah kerjasama.
Gagasan kontrak sosial mempunyai Deberapa keuntungan: pertama, memberi

bagai hasil pilihan bersama. Kedua,

prinsip-prinsip keadilan ada untuk mendukung kerjasama setiap orang dalam struktur
masyarakat termasuk mereka yang kurang beruntung.®

Dalam rangka melakukan kontrak sosial, Rawls menghubungkan teori
keadilannya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerja sama

sosial yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara itu, dalam konsep

> John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), p. 10
%8 Herry Priyono, “Teori Keadilan John Rawls”, ... p. 44
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keadilan harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam situasi prosedural murni.
Dalam rangka melakukan kontrak sosial, Rawls masuk kepada sebuah pemahaman
tentang posisi asali (original position). Gagasan tentang posisi asali dimaksudkan
untuk menciptakan prosedur yang fair sedemikian rupa sehingga semua prinsip yang
disepakati akan adil. Dengan masuk kepada posisi asali akan membatalkan

kemungkinan-kemungkinan pertikaian karena eksploitasi Situasi sosial dan budaya

demi mencari keuntungan sendiri. Dengan demikian,
masyarakat diasumsikan dalam keadaan selubung uan (veil of ignorance).”®
Dalam selubung Ketidaktahuan ( Qkance) setiap orang dihadapkan
pada tertutupnya seluruh fakta dan keatlaan temganggdirinya sendiri, termasuk terhadap

membutakan adanya konsep atau

ekonomi dan politik mereka atau tingkat peradaban dan kebudayaan yang telah
dicapai. Hal yang paling dimungkinkan untuk diketahui pihak-pihak dalam posisi
asali adalah bahwa masyarakat tunduk kepada situasi keadilan dan apapun yang

mereka implikasikan secara bersama-sama. ®

% John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... p. 118
% bid, p. 119
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Bagi banyak orang, gagasan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance)
sangatlah sulit diterima akal apalagi untuk dibayangkan. Orang mungkin akan
menolak jika tanpa pengetahuan dan informasi akan kesulitan untuk masuk ke dalam
posisi asali tersebut dalam rangka memutuskan konsep keadilan. Rawls sudah
mengasumsikan bahwa orang akan mengatakan bahwa gagasan ini irasional. Orang-

orang tentu akan keberatan jika konsep keadilan yan@\dipertimbangkan tanpa

pengetahuan. Namun Rawls memberi argumen b dalam posisi asali dan

selubung Kketidaktahuan, orang-orang tidak a ngun dalam kelompok-

kelompok dan koalisi demi mencari keung

itu Robert Paul Wolff, sebagaimana
ana mungkin para anggota struktur dasar
rasional, dituntut untuk tahu tentang
kepentingan 4 pentingan orang lain, persoalan politik dan prinsip-prinsip
ekonomi, taf g¥s dituntut untuk tidak tahu menahu tentang dirinya, latar
belakang, bakat, kemampuan-kemampuannya dan jenis kelaminnya. Dalam filsafat
pengetahuan, gagasan seperti ini sangat sulit diterima.®? Menurut Sandel, gagasan
tentang selubung ketidaktahuan ini tidak dapat diterima sebab setiap orang dalam

kehidupan nyata memiliki latar belakang yang berbeda yang mengakibatkan

berbedanya pengetahuan, kekuatan dan kemampuan setiap orang dan setiap

61 John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), ... p. 120
62" Wahono Prawiro, “Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls”, ... p. 37
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perbedaan ini harus dihargai dan tidak mungkin dinafikan sekalipun dalam
pengambilan keputusan.®

Bagi penulis, gagasan selubung ketidaktahuan dimaksudkan Rawls bukan untuk
menafikan latar belakang dan status masing-masing anggota masyarakat. Gagasan itu
merupakan satu titik dimana setiap orang memandang yang lain sebagai sesama

manusia yang tidak dikotak-kotakkan dengan status daff\latar belakang masing-

masing. Penulis setuju dengan pandangan Rawls yan kan bahwa konsepsi

keadilan akan menciptakan jurang yang dalam sétiap orang berdiri di atas
kepentingannya sendiri. Konsepsi keadilg il akan membuat pengelompokan
orang-orang yang berstatus sosial tinggi dan , yang mengakibatkan terjadinya

penguasa dan yang dikuasai.

1.4.2.3 Relevansi Teori Keagli awls di Indonesia

Gagasa eadilan Rawls sungguh sangat relevan dengan konteks

ri
ketidakadila Qs' em kapitalisme.* Teori keadilan Rawls lahir sebagai reaksi
terhadap ketidakadilan yang sudah mapan dan melembaga di Amerika akibat sistem
ekonomi Kapitalis. Sistem liberal kapitalis pada akhirnya membawa gelombang baru
di dunia ketiga termasuk Indonesia dengan hadirnya berbagai bentuk modal, barang,

jasa, teknologi yang diimpor dari negara Amerika (Barat). Maka teori keadilan Rawls

juga dapat dipakai untuk membantu kita membaca secara kritis struktur ekonomi di

% Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do? (New York: Farra, Straus and Giroux),
p. 77
84 Wahono Prawiro, “Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls”, ... p. 39
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Indonesia apakah sudah adil atau tidak. Hal ini penting sebab keadilan bukan bukan
sekedar perkara mengalirnya kemakmuran, belas kasih dan kebaikan orang atau
lembaga hukum. Keadilan merupakan mekanisme yang harus direalisasikan dalam
struktur sosial ekonomi suatu lembaga hukum atau negara tertentu.®®

Prinsip keadilan Rawls pada umumnya relevan bagi negara-negara berkembang

termasuk Indonesia. Relevansi tersebut semakin kuat ketika hampir sebagian besar

masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat le hidup di bawah garis

kemiskinan dan membutuhkan penataan dalam ekonomi. Dalam konsep
keadilan Rawls, keadilan sosial dapat ditg engan melakukan koreksi terhadap
pencapaian keadailan dengan memperbaiki dasar masyarakat dari institusi
sosial utama seperti pengadilan, konstitusi negara. Dalam konstitusi
Indonesia tertera dua prinsip kea Is, terlebih setelah adanya perubahan UUD

1945 sejak tahun 1999-2 sip keadilan yang sama tercermin dari adanya

ketentuan me dan kebebasan warga negara Indonesia (constitutional rights

and freedo ens) yang termuat dalam Bab XA tentang HAM, antara lain
UUD 1945 pasal 28E mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan menyatakan
pikiran sesuai hati nurani dan kebebasan berserikat serta mengeluarkan pendapat.
Demikian juga prinsip kedua bagian pertama mengenai prinsip perbedaan,
Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama dalam UUD 1945 pasal 28H ayat

(2) yang berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan

% Wahono Prawiro, “Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls”, ... p. 40.
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dan keadilan. Prinsip kedua bagian kedua tentang kesamaan kesempatan, Konstitusi
Indonesia memberikan jaminan konstitusi yang sama sebagaimana termuat dalam
UUD 1945 pasal 28D ayat (3). Terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak, Indonesia
secara nyata telah memasukkan prinsip-prinsip keadilan Rawls ke dalam Konstitusi
Indonesia.®®

Dalam teori Rawls, segenap masyarakat tertat@ dengan baik apabila

tatanannya dapat diterima oleh setiap orang secara sip keadilan Rawls

dikembangkan secara netral sehingga dapat dite berbagai latar belakang
agama, budaya dan keyakinan politik.°’ ini penting sebab menetapkan
konsep keadilan salah satu komunit sar hidup bagi seluruh masyarakat
dengan sendirinya membuat jadi tidak stabil dan dapat melahirkan
am. Rawls mengandaikan bahwa diantara
komunitas-komunitas yang masih terdapat kesamaan sehingga dapat tercapai
overlapping S, tentang tatanan dasar hidup bersama masyarakat. Setiap
kelompok me daya dapat hidup menurut tradisi dan cita-cita masing-masing.
Tetapi karena dalam sistem nilai mereka terdapat masing-masing toleransi dan

fairness dihayati dengan kuat, maka mereka menyetujui menetapkan tatanan hidup

bersama yang dapat diterima oleh semua kelompok sehingga mereka dapat hidup

% pan Mohamad Paiz, “Teori Keadilan John Rawls” dalam Mahkamah Konsitusi, Jurnal Konstitusi
Vol 6 No. 1 April 2009, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), p.

7 Franz Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa — Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2007), p. 171
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tanpa harus melepaskan keyakinan komunitas, kepercayaan, nilai dan moralitas
masing-masing kelompok.®

Teori keadilan Rawls akan dipakai untuk menganalisis apakah sistem alih daya
mengalami ketidakadilan baik oleh sistem, struktur maupun oleh para pelaku bisnis
(stakeholder). Sebagaimana teori keadilan ini menekankan distribusi yang adil bagi

setiap orang maka akan dilihat bagaimana sistem alih daya mengalami pembagian

yang merata terutama bagi orang yang tidak diuntun i hasil analisis maka

akan ditemukan refleksi teologis bagaimaan gere) an pembebasan terhadap

segala bentuk ketidakadilan. Teori keadile angat berpihak terhadap orang

karena ada keselamatan. Keselamatan tidak diperuntukkan bagi perorangan saja

%8 Franz Magnis Suseno, Berebut Jiwa Bangsa — Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan, ... pp. 172-
173.
Teori Rawls membantu untuk memahami situasi di Indonesia ketika berhadapan dengan tugas
meletakkan tatanan dasar kehidupan kenegaraan bersama yang didambakan (Diskusi-diskusi
BPUPKI pada bulan Mei-Juli 1945). Dalam diskusi itu terdapat dua pandangan yang saling
berhadapan yaitu menjadikan agama mayoritas sebagai tatanan dasar negara atau murni
kebangsaan. Ternyata dua pandangan tersebut reasonable dan masing-masing merelakan sebagian
cita-cita mereka demi mencapai cita-cita bersama agar semua dapat bersatu dari Sabang sampai
Merauke tanpa harus melepaskan keyakinan masing-masing semua mendapat hak dan kewajiban
yang sama, umat beragama dan komunitas budaya dapat hidup dengan baik. Seluruh pluralitas di
nusantara ini bersedia mendirikan negaranya dengan sebuah komitmen dan overlapping consencus
itu adalah Pancasila.
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namun keselamatan secara kolektif. Dalam hal ini umat menjadi subjek pembebasan.
Kedua, Gereja sebagai tanda dan pelayan kerajaan Allah. Gereja tidak cukup menjadi
gereja yang aktual namun harus menjadi gereja yang ideal bagi orang-orang yang
miskin dan tertindas. Ketiga, Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai komunitas
orang-orang Yyang tersalib, dipanggil Allah untuk menyatakan keadilan dan

kebenaran. Gereja sebagai umat Allah secara khusus mémbangun solidaritas bagi

untuk memberdayakan kaum awam

persekutuan yang baru. Ge
miskin dalam pembebasan. Arti mereka dijadikan sebagai subjek pembebasan
tanpa terhalangi oleh stru
' e

Rumusan ekklesiologi akan dirumuskan berdasarkan pengalaman buruh alih

g ada. Gereja perlu mencari cara baru dalam

partisipasi cara yang demokratis, pelayanan yang solidaritas oleh

dorongan Ra pih profetis menyuarakan kebenaran dan berkomitmen.®®

daya dalam menghadapi sistem alih daya. Ekklesiologi demikian akan membawa
pembebasan bagi korban-korban ketidakadilan sebab mereka diberdayakan menjadi
pewarta-pewarta kabar sukacita. Merekalah yang menghayati kasih Allah yang selalu

dicurahkan bagi korban ketidakadilan. Mereka jugalah yang bergumul dan menyadari

% Alvaro Quiroz Magana, “Ecclesiology in the Theology of Liberation” dalam Igancio Ellaguria, Jon
Sobrino, Mysterium Liberationis, (New York: Orbis Book, 1993), pp. 201-207.
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ketidakadilan yang mereka alami, mengalami ketidaksesuaian pesan injil dalam
kehidupan nyata. Mereka juga menghayati nilai-nilai injil dalam kehidupannya
seperti solidaritas, pelayanan, kesederhanaan dan keterbukaan di hadapan Allah. Oleh
sebab itu merekalah yang paling tepat menyuarakan pembebasan kerajaan Allah.
Kesaksian hidup mereka harus menjadi motivasi yang mengarahkan orang lain untuk

membebaskan diri dari penderitaan, kemiskinan dan keti@akadilan. Mereka dapat

membangun komunitas basis kristiani yang nya gereja hidup

memproklamirkan Injil dalam komunitas akar r alam komunitas tersebut
akan terlihat bahwa mereka buka saja peg a kabar injil tetapi juga menjadi

pewarta utamanya.’

1.5 Hipotesis

1. Praktek alih daya d enjadi masalah ketidakadilan karena sistem alih

gorbankan hak-hak buruh alih daya sehingga masa depan

2. Pelayanan Gereja-gereja di Batam belum menyentuh ekklesiologi kontekstual
kaum buruh dalam rangka memperjuangkan buruh alih daya dari sistem dan
struktur yang tidak adil.

3. Buruh dapat membangun ekklesiologi solidaritas sebagai ekklesiologi
kontekstual buruh yang lahir dari pengalaman mereka sebagai buruh alih daya

dan dari penghayatan mereka akan kasih Allah.

0 Gustavo Gutierrez, The Power of The Poor in History, (New York: Orbis Book, 1983), p. 150
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1.6 Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan bantuan
metode penelitian kuantitatif terbatas. Dalam dunia penelitian, penggabungan kedua
penelitian kualitatif dengan kuantitatif telah sering diperdebatkan dengan alasan
bahwa keduanya memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda. Namun keduanya dapat

digabungkan sebab banyak pertanyaan yang perlu ditang@hi dengan menggunakan

pengukuran dan pemahaman dari beberapa karakter besar dari sifat dan

asal-usul masalah. Kedua pendekatan kualitati kuantitatif menyediakan

1.

dilakukan cross check data dengan pihak-pihak terkait melalui wawancara.

Sekalipun menggunakan bantuan metode kuantitatif terbatas, namun proses
analasisinya tetap sebagai analisis metode kualitatif.
2. Focus Group Discussion (FGD). Tujuan FGD untuk mendapatkan informasi

tentang sistem alih daya dan bagaimana buruh membangun ekklesiologi

™t Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice, (London: Sage Publication, 2003), pp. 38-
39.
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kontekstual sehingga diperoleh pokok-pokok penting yang akan ditanyakan
dalam wawancara.

FGD penting dilakukan untuk melihat bagaimana subjek mengekplorasi
pemikiran mereka terhadap suatu topik, bagaimana ide mereka dibentuk melalui

percakapan dengan orang lain. Dalam diskusi ini satu sama lain bisa saling

mendengarkan dan saling melengkapi untuk meMperdalam respons dan

pemahaman mereka terhadap topik yang dibaha | FGD mereka dapat
diarahkan untuk membahas secara langsung s bedaan pemahaman yang
ada. Kelompok ini dapat menjadi ki€a membahas hal-hal menyangkut
objek penelitian.”

Wawancara terbuka ke tian yaitu kepada buruh, perusahaan

jasa penyedia tenaga kerja, ‘9erusahiaan industri dan pelayan gereja-gereja di

Batam.

Teknikyp bilan sampel dilakukan dengan metode Purposeful Sampling.

Dalam pendekatan ini pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria atau tujuan

penelitian. Sample dipilih karena mereka memiliki karakter khusus dan fakta-fakta

yang dapat menjelaskan dan mengeksplorasi dengan baik tema sentral yang sedang

diteliti. Subjek penelitian ditentukan dengan suatu tujuan untuk mewakili suatu locus

atau karakter tertentu yang berhubungan dengan tema utama penelitian. Dalam hal ini

ada dua tujuan yaitu: pertama, untuk memastikan bahwa semua kata kunci yang

2 Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice, ... p. 37
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relevan dengan subjek penelitian dapat dibahas dengan baik. Kedua, untuk
memastikan bahwa dalam setiap kata kunci utama terdapat keanekaragaman yang
dapat disertakan dalam penelitian sehingga dampak dari setiap karakter dapat
dieksplorasi.”® Lebih spesifiknya, teknik pengambilan sampel dapat dilakukan
melalui pendekatan Sampel heterogen (Heterogeneous Sample) dimana sampel yang

dipilih diharapkan dapat memberikan gambaran rinci téatang fenomena tertentu

melalui subjek yang berbeda-beda sehingga info g diperoleh saling
menguatkan atau saling mengoreksi.”
Maka dalam penelitian ini sampel an adalah sebagai berikut:

1. Buruh alih daya.

- Untuk Angket sebanyak 1

4. Pendeta dan Pastor (HKBP, GBKP, GKPI, GKI, GPIB, GBI, Katolik) sebanyak

10 orang.

Metode penelitian tersebut dilakukan dengan observasi partisipatif di tengah-
tengah komunitas subjek penelitian. Untuk menggali informasi dari subjek penelitian

maka peneliti memakai alat penelitian yaitu pertanyaan-pertanyaan. Unsur-unsur

7 Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice, ... p. 78
™ lbid, p. 79
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pertanyaan adalah hal umum berkaitan dengan sistem alih daya, Hukum dan Undang-
undang Ketenagakerjaan RI, Ketidakadilan/Keadilan dan Ekklesiologi. Dari keempat
unsur ini akan diturunkan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang akurat.

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2010 di Batam.

1.7 Judul Tesis
Ekklesiologi Solidaritas Buruh di Batam Dalam M adapi Ketidakadilan Sistem

Alih Daya.

1.8 Sistematika

Bab | Pendahuluan

Bab ini membahas latar Be asalah, Rumusan dan Batasan Masalah yang

akan diteliti, Tujuanpenulisan}yTeori yang dipakai, Hipotesis, Judul, Metode

Penelitian istematika pembahasan.

Bab Il Pra stem Alih Daya di Batam dan Respons Gereja-gereja
Bab ini akan menguraikan praktek sistem alih daya dalam konteks Batam dan

respons gereja-gereja di Batam terhadap sistem alih daya.

Bab 111 Ketidakadilan Bagi Buruh Alih Daya
Bab ini akan menganalisis kondisi buruh alih daya di Batam dengan analisis teori

keadilan John Rawls.
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Bab 1V Ekklesiologi Dari Perspektif Buruh Alih Daya di Batam
Bab ini menguraikan ekklesiologi solidaritas buruh yang dirumuskan berdasarkan

pengalaman buruh alih daya di Batam.

BAB V Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bahasan dan analisis

mengenai buruh alih daya.
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BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan ini merupakan jawaban pertanyaan rumusan masalah dan hipotesis
dalam Bab I, yang sudah terjawab melalui penelitian sosial, analisis dan refleksi

ekklesiologis kaum buruh alih daya.

Pertama, mengapa praktek alih daya di Batam jadi Masalah ketidakadilan?
Dalam hipotesis dikatakan bahwa praktek alih Batam menjadi masalah
ketidakadilan karena sistem alih daya te ankan hak-hak buruh alih daya

sehingga masa depan buruh tidak jela
Praktek alih daya di Batam eda dengan apa yang diharapkan oleh

gatakan bahwa sistem alih daya akan

Rawls, disimpulkan bahwa sistem alih daya sekarang ini secara sistemik telah
membawa Kketidakadilan bagi buruh akibat dibatasinya kebebasan dasar dan tidak
ditatanya ketidaksamaan ekonomi. Kebebasan dasar yang dibatasi melalui sistem itu
antara lain kebebasan dasar untuk mendapatkan pekerjaan pada usia di atas usia
produktif yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu usia 18-25 tahun.

Dibatasinya kesempatan bekerja di atas usia tersebut semakin membuat buruh

alih daya kehilangan masa depannya karena tidak mendapat kebebasan untuk



dipekerjakan. Pada masa aktif bekerja, kebebasan dasar untuk membangun relasi
yang langsung dengan pihak perusahaan benar-benar sangat dibatasi secara sengaja.
Kesengajaan itu disebabkan ketakutan pihak perusahaan atas kebebasan berekspresi
dan mengutarakan pendapat bagi buruh sehingga para buruh tidak mempunyai
kesempatan untuk menuntut keadilan. Terputusnya kesempatan untuk berekspresi dan

mengutarakan pendapat semakin nyata ketika para ruh alih daya tidak

diperkenankan masuk serikat buruh sebab yang menja serikat buruh adalah
buruh tetap perusahaan.

Prinsip keadilan Rawls meneka etidaksamaan ekonomi harus
ditata sedemikian rupa sehingga me kepada semua orang termasuk
orang yang paling lemah. N alih daya, ketidaksamaan ekonomi
semakin dipertajam depgan tida kannya upah buruh sesuai dengan hak-hak

mereka antara lain menyan lembur dan tunjangan-tunjangan. Namun perlu

dicermati b IRsip keadilan Rawls tidak dimaksudkan untuk sekedar

pr
menangani K QJ u pembagian keuntungan secara langsung tetapi dirancang
untuk membangun prinsip-prinsip keadilan hak dan kewajiban dalam struktur dasar
masyarakat. Artinya ketika buruh meminta dihapuskannya sistem alih daya, lalu
direspon dengan kenaikan upah dan pemberian upah sesuai dengan hak buruh, maka
hal tersebut belum merupakan keadilan. Suatu sistem ekonomi tidak hanya
memuaskan keinginan dan kebutuhan yang sesaat tetapi menciptakan suatu struktur

masyarakat yang berkeadilan. Jika demikian halnya, maka sudah selayaknya sistem

alih daya yang dipraktekkan sekarang ini dihapus dari sistem ketenagakerjaan demi



keadilan bagi seluruh buruh alih daya di Batam. Dengan dihapusnya sistem alih daya
yang dipraktekkan sekarang ini akan mengembalikan relasi buruh dengan perusahaan
menjadi relasi yang langsung. Dalam relasi yang langsung tersebut maka masing-
masing pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kedua, bagaimana gereja-gereja di Batam menyikapi praktek alih daya sebagai

masalah sosial teologis? Dalam hipotesis dikatakan pelayarf@m Gereja-gereja di Batam

belum menyentuh ekklesiologi  kontekstual h dalam rangka

tersebut merupakan buah kapitali ngakibatkan ketidakadilan. Sistem ini
ankan karena buruh alih daya diperlakukan

sebagai faktor produksi s edangkan kelompok kedua mengatakan bahwa

sistem alih d@ pakan sistem yang ideal karena sesuai dengan iklim bisnis di
Indonesia.

Gereja-gereja yang menolak maupun mendukung sistem ini melakukan
pelayanan kepada buruh alih daya berupa pelayanan rohani, pastoral konseling,
pelatihan dan pembinaan. Pelayanan ini dilakukan karena gereja-gereja di Batam
merasa tidak mampu mengkritisi atau menentang sistem alih daya, sehingga jalan lain

adalah menguatkan dan mendoakan jemaat supaya kuat menghadapi sistem tersebut,

kemudian diperlengkapi dengan pelatihan-pelatihan tertentu.



Pelayanan yang dilakukan gereja-gereja di Batam selama ini masih bersifat
karitatif . Pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Batam memang bermanfaat
tetapi tidak menyentuh pergumulan mendasar para buruh. Pembinaan rohani, pastoral
konseling dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Batam sebagai
upaya karitatif memang dapat dilanjutkan. Namun pelayanan karitatif seperti itu tidak

menjawab persoalan yang dihadapi buruh yaitu ketidakadilan. Oleh sebab itu gereja-

gereja di Batam dapat merefleksikan kembali panggil ngah-tengah konteks

jemaat industri untuk melakukan analisis sosial da | teologis atas situasi yang

ada dan berjuang secara nyata melalui s amhdan tindakan nyata.

Perhatian Rawls terhadap goloagan ya g lemah termasuk kaum buruh,

dapat menjadi inspirasi bagi eologi secara kontekstual bagi buruh

alih daya. Melalui analisis ini ‘Sudah¥ditemukan bahwa buruh alih daya telah

mengalami ketidakadilan stem yang tidak adil. Dalam situasi itu maka

seharusnya g r@l untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum tertindas dengan

membangun §u esiologi kontekstual sebagai dasar untuk melakukan aksi dan
perjuangan.

Ketiga, apakah buruh alih daya dapat membangun ekklesiologi solidaritas
buruh dalam rangka perjuangan keadilan? Dalam hipotesis dikatakan Buruh dapat
membangun ekklesiologi solidaritas sebagai ekklesiologi kontekstual buruh yang

lahir dari pengalaman mereka sebagai buruh alih daya dan dari penghayatan mereka

akan kasih Allah.



Ekklesiologi solidaritas buruh dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan
pengalaman dan penghayatan buruh terhadap situasi yang mereka hadapi.
Ekklesiologi solidaritas buruh merupakan sebuah ekklesiologi liberatif yang
menentang segala bentuk Kketidakadilan dan penindasan. Melalui penghayatan

ekklesiologi solidaritas buruh, maka sistem alih daya yang dipraktekkan sekarang

harus dihapuskan supaya tidak melahirkan ketidakadilan yafg semakin merajalela.

terbangun gereja buruh vyaitu Gereja yang memiliki visi dan misi untuk
mendahulukan kaum buruh yang tertindas dan mengalami ketidakadilan. Pilihan
mendahulukan kaum miskin dan tertindas merupakan sebuah pilihan Teosentris dan
profetis sehingga mutlak dilaksanakan dalam visi misi gereja buruh.

Dalam rangka menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka suara kenabian
gereja harus diperdengarkan kepada komunitas gereja maupun kepada dunia untuk

menyatakan sikap gereja menolak ketidakadilan. Suara kenabian demi keadilan dapat



disuarakan melalui liturgi, nyanyian, doa maupun perayaan-perayaan liturgi tahunan
seperti Natal, Paskah, Kenaikan Tuhan dan Pentakosta. Suara-suara kenabian gereja
akan bergema setiap saat menjadi panggilan bagi setiap orang untuk menghayati
hidup bersama sebagai ciptaan Allah, dalam keadilan dan kebenaran.

Untuk dapat terus menghayati ekklesiologi solidaritas buruh, maka buruh harus

selalu terintegrasi melalui komunitas basis buruh baik 8ebagai komunitas basis

gerejawi maupun komunitas basis antar iman. Mem munitas basis buruh

saat ini mutlak diperlukan sebab buruh alih daya miliki komunitas melalui
serikat buruh. Di dalam komunitas basi mat percaya akan menghayati
iman percayanya kepada Yesus yangimembawa bebasan dan diimplemetasikan
dalam kebersamaan denga a dari latar belakang agama lain.
na kaum buruh tanpa memandang suku,
agama dan ras sama-sam ami ketidakadilan sehingga mutlak juga secara

bersama-sama g\menentang ketidakadilan sistem alih daya.
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